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I(ABUPATEN HALfrilAHERA BARAT
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Menimbang: a.

tutengingat : 1.

b.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka teftib administrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Benciahara Pengeluaran pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Halmahera Barat Tahun A.nggaran 2411 ;

bahwa saudari NURSIDA DJ. MAHMUD yang diusulkan oleh
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selaku
pejabat pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi
syarat serta mampu melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran pada satuan kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat cian Desa Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2411.

Undang*undang Nomor 60 Tahiin 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjacii
Undang-undang;
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang*undang 8 Tahun i974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;
Undang-undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 'l Tahun zAffi tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten /
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsird
Maluku utara; i
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5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang
Pemerintahan Daerah;
Undang+undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perlmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor JE

Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4
Tahun 2010 tentang PenalaBan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Eaerah Kabupalen Halmahera BaratTahun 2011.

memperhatikan : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 9A0D73IBPMD/2010.
Tanggal, 29 Desember 2010, Perihal usulan Bendahara
Pengeluaran dan Penerimaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

7.

8.

KEDUA

Menunjuk Saudari NURSIDA DJ. MAHMUD, SP Nip. 970
00J 343, Pangkat/Gol Penata Muda Tk. l" lllb, sebagai
Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 dengan atasan
langgungnya Saudara Drs. MAHMUD BOPENG Ntp,
196509i5 198603 1 002, Pangkai Pembina, Goiongan iV1a,

Jabatan Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Halmera Barat Tahun 2011.

Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada keteniuan perundang-undangan yang
berlaku.

/
Spesifikasi tanda tangan dan paraf Bendahara sebagai^ n /
dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai berikut : /

KETIGA



SPECIMEN
BENDAHARA PENGELUARAN

TANDA TANGAN

I

KEEMPAT : Keputusan inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : iaiiolo
pada tanggal : 3 Jnn:;r*si 2011

BUPATI HALF1AHERA BABAT,

,/ /
//slrd

/v,,
NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

i. Menteri Daiam Negeri cii Jakarta,
2- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara diTernate,
4. inspeictur lnspei<torat Kabupaten Halmahera Barat di Jaiioio,
5. Kepala Dinas PPI(AD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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